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ABSTRAK 

PERAN BAWASLU DALAM PENCEGAHAN DAN 

PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2019 (Studi 

Kasus Bawaslu Kota Metro) 
 

Penelitian ini difokuskan kepada tugas bawaslu mengawasi 

penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan 

pelanggaran untuk terwujudnya pemilu yang demokratis. Wewenang 

pengawasan penyelenggaraan pemilu diberi kepada bawaslu dan jajaran 

dibawahnya. Pengawasan menjadi salah satu terpenting dalam menentukan 

berhasil atau tidaknya sebuah pemilu.  Untuk mencegah terjadinya 

pelanggaran-pelanggaran tersebut maka bawaslu ditetapkan sebagai lembaga 

negara dibawah undang-undang yang bersifat tetap dan mempunyai 

kewenangan dalam mengawasi jalannya pemilu. Dengan kewenangannya  

bawaslu bisa memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan sanksi kepada peserta 

yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran pemilu. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran bawaslu dalam 

pencegahan dan penindakan pelanggarann pemilu tahun 2019. Penelitian yang 

digunakan merupakan jenis penelitian lapangan (field research), dengan 

prosedur penelitian yang menggali data langsung dari lapangan untuk 

mengetahui kondisi yang sebenarnya. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif melalui wawancara dan 

dokumentasi. Subjek penelitiannya yaitu Ketua Bawaslu Kota Metro. 

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, yakni teknik 

interview yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan 

garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Bawaslu dalam 

pencegahan dan penidakan tahun 2019 dijalankan sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sebagaimana yang 

sudah dibuktikan dengan adanya pelanggaran pemilu, temuan dan laporan 

dugaan pelanggaran pemilu tahun 2019. Jumlah temuan dan laporan dugaan 

pelanggaran pemilu di Kota Metro yaitu terdiri dari 2 temuan dugaan 

pelanggaran pemilu, 2 laporan dugaan pelanggaran Administratif, dan 3 

dugaan pelanggaran pemilu. 

 

Kata kunci : Pemilu, Bawaslu, Peran Bawaslu dalam Pencegahan dan 

Penindakan Pelanggarann Pemilu Tahun 2019. 
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MOTTO 

 

 

Artinya : 

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena 

kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan 

beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi 

mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah 

orang-orang fasik. (Qs. Al- Imran : 110). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan 

rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana 

termaksud dalam  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 perlu diselenggarakan Pemilihan Umum untuk anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 

presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, 

sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil 

rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 Dalam istilah Pemerintahan yang demokratis dapat diartikan sebagai 

pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemilihan umum 

merupakan instrumen penting dalam Negara demokrasi yang menganut sistem 

perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” 

yang akan mewakili dan membawa suara rakyat didalam lembaga perwakilan. 

Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai 

kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu 
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kelompok yang lebih besar melalui partai politik (selanjutnya disebut dengan 

parpol).  

Dengan demikian, seperti halnya pemilu, parpol merupakan komponen 

penting dari Negara demokrasi. Perlu ditegaskan pembahasan hukum pemilu 

tidak dapat dilepaskan dari pembahasan sistem yang mengatur tentang 

susunan dan kedudukan lembaga perwakilan, sebab Pemilu diselenggarakan 

dalam rangka mengisi lembaga perwakilan. Pemilu mutlak diperlukan oleh 

Negara yang menganut paham demokrasi.
1
 

Penyelenggara Negara adalah Lembaga-lembaga Negara yang diberi 

wewenang oleh konstitusi untuk mengadakan pemerintahan sebuah Negara. 

Pemerintahan suatu Negara yang konservatif ataupun yang revolusioner, atau 

dalam suatu pemerintahan yang didukung oleh kelompok elite tertentu 

ataupun yang didukung oleh massa, atau suatu pemerintahan yang mengikuti 

sistem pluralis demokrasi atau diktator monolitis. Maka suatu parpol dibentuk 

tidak lain kecuali berfungsi untuk menjalankan kekuasaan politik. Fungsi ini 

dilakukan oleh parpol baik melalui membentuk pemerintahan atau ketika 

parpol berfungsi sebagai oposisi di dalam pemerintahan. Fungsi-fungsi ini 

merupakan suatu fungsi yang amat penting dalam ikut menentukan kebijkan 

Nasional.  

Elemen yang paling penting dalam mewujudkan Pemilu yang bebas, 

dan adil adalah Penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu merupakan 

pihak yang mengatur jalannya pemilu, mulai dari merancang tahapan-tahapan 

                                                             
1
 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali pers, 2017), hal. 61. 
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penyelenggara pemilu, menetapkan pemilih, melakukan pemungutan suara, 

menghimpun rekapitulasi perolehan suara hingga menetapkan pemenang 

Pemilu.
2
 

 Lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi 

Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU), Badan Pengawas Pemilihan 

Umum, (selanjutnya disebut Bawaslu), dan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu (DKPP). sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan 

pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil 

Presiden secara langsung oleh Rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, 

dan Walikota secara demokratis. Mengingat fungsi Bawaslu sangat 

dibutuhkan, maka Bawaslu ditetapkan sebagai lembaga Negara dibawah 

Undang-Undang yang bersifat tetap dan mempunyai kewenangan dalam 

mengawasi jalannya Pemilu. Hal ini sesuai dengan apa yang dianut di negara 

demokratis.
3
 

 Sifat tetap kedudukan Bawaslu tidak hanya pada level pusat, 

melainkan juga pada level Provinsi. Sebagaimana dalam Undang-Undang 

No.7 Tahun 2017  Pasal 89 Ayat 4 dinyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi 

dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap.” Ketentuan yang 

mempermanenkan Bawaslu Provinsi ini sekaligus menjadi jawaban dualisme 

sifat kelembagaan Bawaslu antara Pusat dan daerah yang menjadi salah satu 

penyebab inefektifitas pengawasan pemilu.  

                                                             
2
 Ni‟matul Huda, dan  M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi dan Pemilu Indonesia Pasca 

Reformasi, Jakarta 2017: Kencana, hal.52 
3
 Ibid.,hal.110. 
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Tugas Badan Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 

untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan 

b. Melakukan pencegahan dan penindakan  

c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu  

d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu 

e. Mencegah terjadinya praktik politik uang 

Dalam Pemilu sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para 

kandidat Pemilu, jenis-jenis pelanggaran pemilu tersebut yaitu: 

1. Pelanggaran Kode Etik 

Pasal 251 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan 

Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan: Pelanggaran kode 

etik penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika 

penyelenggara Pemilu yang berpedomankan sumpah dan/atau janji 

sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu. 

2. Tindak Pidana Pemilu 

Pasal 260 UU No. 8 Tahun 2012 menyebutkan: Tindak pidana Pemilu 

adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan 

tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. 

3. Pelanggaran Administrasi Pemilu 

Pasal 253 UU No. 8 Tahun 2012 menyebutkan: Pelanggaran administrasi 

Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan 

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/268.pdf
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mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan. Pemilu 

dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu 

dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.
4
 

Kota Metro merupakan salah satu daerah yang diberi wewenang dalam 

penyelenggaraan Pemilu tingkat Kabupaten/Kota. Bawaslu Kota Metro 

sebagai salah satu Badan Pengawas tingkat Kabupaten/Kota yang mempunyai 

tupoksi pengawasan di Kota Metro juga berperan aktif dalam mengawasi 

pelaksanaan Pemilu. Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Metro 

untuk menciptakan terselenggaranya Pemilu demokratis secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku.  

Ketika peneliti berkunjung ke bawaslu Kota Metro Ketua Bawaslu 

Mujib menjelaskan, dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 Kota Metro 

terdapat pelanggaran Pemilu yang dilakukan dua calon legislatif DPRD Kota 

Metro dari Partai Demokrat Dapil Metro Timur Amrullah dan Dapil Metro 

Pusat Rio Renaldo disidang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena diduga 

melakukan pelanggaran administrasi bahwa dugaan pelanggaran yang 

dilakukan kedua caleg tersebut lantaran memasang iklan di salah satu media 

cetak. Mujib mengungkapkan, berdasarkan aturan peserta pemilu hanya boleh 

memasang iklan di media massa, 21 hari sebelum masa tenang yakni tanggal 

24 Maret–13 April 2019. Kedua caleg tersebut terancam dikenakan sanksi 

administratif dan diminta untuk menarik iklan di media massa tersebut. jika 

                                                             
4
 JDHIKPURI, Di Akses Pada Tanggal 1 Juli 2022, Pukul 08:45 WIB. 
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memenuhi unsur, kedua Caleg tersebut bisa dijerat dengan pasal 492 UU No 7 

Tahun 2017 dengan sanksi pidana kurungan maksimal 1 tahun dan denda Rp. 

12 juta.
5
 

Setiap pelaksanaan Pemilu tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan 

Pemilu masih sering tejadi kecurangan-kecurangan baik yang dilakukan 

oknum peyelenggara Pemilu ataupun peserta Pemilu. Kecurangan-kecurangan 

yang terjadi baik ditingkat pusat dan daerah lebih di dominan oleh politik uang 

(money politics), penggelembungan suara, pemilih siluman dan oknum 

penyelenggara pemilu yang berpihak kepada salah satu peserta.  

Dengan kewenangan yang baru, Bawaslu bisa memeriksa, mengadili, 

dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku yang melakukan 

pelanggaran-pelanggaran pemilu. Terdapat empat faktor dalam kampanye 

pemilu, yaitu kandidat, program kerja dan isu kandidat, organisasi kampanye 

(mesin politik) dan sumber daya (uang).  

Terdapat pada Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Pasal 93 diatur 

bahwa “Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka 

pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilu yang 

demokratis”. Wewenang pengawasan penyelenggaraan pemilu diberi kepada 

Bawaslu dan jajaran dibawahnya. Pengawasan menjadi salah satu terpenting 

dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pemilu. 

 Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, peneliti tertarik untuk 

meneliti dan menulis dalam bentuk skripsi dengan judul “Peran Bawaslu 

                                                             
5 Hasil wawancara dengan ketua bawaslu kota metro, bapak mujib. 
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Dalam Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 

(Studi Kasus Bawaslu Kota Metro) 

B. Pertanyaan Penelitian 

1) Bagaimana Peran Bawaslu Dalam Pencegahan dan Penindakan 

Pelanggarann Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Bawaslu Kota Metro)? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, Peneliti 

menjelaskan tujuan penelitian, yaitu: 

1) Untuk mengetahui Peran Bawaslu Dalam Pencegahan dan Penindakan 

Pelanggarann Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Bawaslu Kota Metro)? 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran dan memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoretis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

dan menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi peneliti dan 

khususnya bagi pembaca yang berkaitan dengan Peran Bawaslu 

Dalam Pencegahan dan Penindakan Pelanggarann Pemilu Tahun 2019 

(Studi Kasus Bawaslu Kota Metro). 

 

 

b. Manfaat Praktis 
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Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada peneliti, 

Bawaslu Kota Metro dan Masyarakat mengenai realitas faktual 

tentang Peran Bawaslu Dalam Pencegahan dan Penindakan 

Pelanggarann Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Bawaslu Kota Metro). 

D. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian 

terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Ada beberapa penelitian yang 

berhubungan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini.  Oleh karena 

itu, akan dipaparkan tentang penelitian sebelumnya yang terkait dengan 

penelitian ini, diantaranya yaitu: 

1. Penelitian pertama berjudul “Money Politics Dalam Pemillu  Menurut 

Pandangan Hukum  Islam dan Undang-Undang” ditulis oleh Mat 

Supriansyah
6
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  hukum Islam dan 

undang-undang memandang money politic sebagai perbuatan yang 

dilarang dan akibat dari perbuatan tersebut pelaku dapat dihukum oleh 

hakim sesuai undang-undang yang berlaku. Perbedaan keduanya 

memandang money politic tidak terlalu eksplisit yakni sumber hukum 

Islam bersumber dari Al-Qur‟an dan hadist sedangkan undang-undang 

bersumber dari manusia atau peraturannya dibuat oleh manusia.  

Persamaan penelitian ini yaitu membahas tentang pelanggaran 

pemilu yang dilakukan para peserta pemilu, sedangkan perbedaan ialah 

terdapat pada jenis penelitiannya money politics dalam pemilu dilihat dari 

                                                             
6
 Mat Supriansyah, Money Politic Dalam Pemillu  Menurut Pandangan Hukum  Islam 

Dan Undang-undang, (Skripsi: UIN-BL). 
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sudut pandang hukum islam dan Undang-Undang menggunaan penelitian 

kuantitatif, berbeda dengan skripsi yang diteliti oleh peneliti menggunakan 

penelitian kualitatif fakta lapangan tentang peran bawaslu dalam 

pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu studi kasus bawaslu kota  

metro.  

2. Penelitian ke dua berjudul “Peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam 

Menegakkan Peraturan KPU” ditulis oleh Novica Melianti Skripsi 

Fakultas Usluhuddin UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa peran Bawaslu Provinsi lampung 

kurang optimal, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor  yaitu, 

pertama, lemahnya kapasitas sumber daya manusia. Kedua, masih ada 

sejumlah ketentuan yang membatasi bawaslu dalam memaksimalkan 

perannya. Ketiga, sistem pengawasan harus lebih berkembang dan 

independen. Keempat, bawaslu memaksimalkan sosialisasi kepada peserta 

pemilu dan penguatan terhadap sisi penegaan hukum. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terdahulu yaitu 

mengenai sosialisasi kepada peserta pemilu dan masyarakat agar tidak 

melakukan pelanggaran pemilu. Sedangkan perbedaan penelitian ini dari 

penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian. Peneliti meneliti 

tentang peran bawaslu dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran 
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pemilu studi kasus bawaslu kota metro, sedangkan penelitian terdahulu 

menggunakan peran Bawaslu dan peraturan KPU.
7
 

3. Penelitian ke tiga berjudul “Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam 

Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis” ditulis Ratnia sholihah, 

dkk. Hasil penelitian ini mengemukakan pentingnya pengawasan 

partisipatif dalam mengawal penyelenggaraan pemilu, yang bertujuan 

untuk menciptakan pemilu yang demokratis. Saat ini terdapat berbagai 

lembaga pengawas pemilu, antara lain Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

di tingkat pusat, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat Daerah, 

dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang khusus 

menangani pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu. Namun dalam 

kenyataannya masih ditemui berbagai pelanggaran oleh berbagai pihak, 

sehingga pemilu dinilai kurang berintegritas dan kurang demokratis.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu 

kurangnya pengawasan oleh Bawaslu sehingga masih banyak ditemui 

pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh para peserta pemilu. Sedangkan 

perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya terletak pada fokus 

penelitian. Peneliti meneliti peran bawaslu dalam pencegahan dan 

penindakan pelanggaran pemilu studi kasus bawaslu kota metro sedangkan 

penelitian terdahulu menggunakan peran pengawasan partisipatif dan 

demokrasi.
8
 

                                                             
7
 Novica Melianti, Peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam Menegakkan Peraturan 

KPU, (Skripsi: UIN-Raden Intan Lampung), 2018. 
8
 Ratnia sholihah, dkk tahun 2018 Jurnal Wacana Politik-ISSN 2502-9185- E-ISSN – 

2549-2969 Vol. 03 No 1, Maret 2018 . 
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Menuurut ketiga Penelitian Relevan yang peneliti jabarkan di atas 

maka dengan demikian dapat ditegaskan bahwa Skripsi peneliti yang 

berjudul Peran Bawaslu Dalam Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran 

Pemilu (Studi Kasus Bawaslu Kota Metro), sepengetahuan peneliti belum 

pernah diteliti sebelumnya. 

 

  



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pemilihan Umum 

1. Pengertan Pemilihan Umum 

Pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 

2017. Pasal 1 angka 1 UU itu memuat tentang pengertian Pemilu. 

"Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana 

kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan 

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
9
. 

Menurut A.S.S Tambunan
10

,  Pemilihan umum merupakan sarana 

pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya nya merupakan 

pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus 

merupakan pendelegasian hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya 

untuk menjalankan pemerintahan.  

                                                             
9 Fajlurrahman Jurdi, Hukum Tata Negara Indonesia,, Jakarta, Prenadamedia Group, 1 

April 2019. Hal.525. 
10

 A.S.S Tambunan, Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan 

DPRD, (Bandung: Binacipta,1986), Hal. 3. 
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Menurut M. Rusli Karim
11

  Pemilihan umum merupakan salah satu 

sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi kedaulatan rakyat 

yang berfungsi sebagai alat yang menyehatkan dan menyempurnakan 

demokrasi bukan sebagai tujuan. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa definisi pemilihan umum 

sebenarnya berpusat pada "kedaulatan rakyat" sebagai pemilik sah 

kekuasaan dalam demokrasi. Sehingga secara fondasional, tidak ada 

pemilu tanpa kedaulatan rakyat, karena hakikat dilaksanakannya pemilu 

dalam suatu negara adalah untuk menjunjung tinggi hak-hak dan 

kedaulatan rakyat.  

2. Sistem Pemilihan Umum 

Sistem Pemilu dibagi menjadi 2 (dua), yakni; 

a. Sistem Pemilu Proporsional 

Sistem Pemilu Proporsional merupakan system pemilihan yang 

memperhatikan proporsi atau perimbangan antara jumlah penduduk 

dengan jumlah kursi disuatu daerah pemilihan. Dengan system ini, 

maka dalam lembaga perwakilan, daerah yang memiliki penduduk 

lebih besar akan memperoleh kursi lebih banyak disuatu daerah 

pemilihan, begitupun sebaliknya. Sistem ini juga mengatur tentang 

proporsi antara jumlah suara yang diperoleh suatu partai politik untuk 

kemudian dikonversikan menjadi kursi yang diperoleh suatu parta 

politik tersebut. Dasar pemikiran Proporsional adalah kesadaran untuk 

                                                             
11

 M. Rusli Karim, Pemilu Demokrasi Kompetitif, Tiara Wacana Yogyakarta: 1991, hal, 2 
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menerjemahkan penyebaran suara pemilih bagi setiap partai menurut 

proporsi kursi yang ada di legislatif.  

b. Sistem Pemilu Distrik  

Dalam sistem Distrik, jumlah penduduk di suatu wilayah akan 

sangat berpengaruh terhadap wakilnya. Karena di sistem Distrik, 

daerah pemilihannya berbasis pada jumlah penduduk. Lalu dalam 

sistem ini pula daerah pemilihannya cenderung kecil karena hanya 

berupa distrik. Sehingga, jumlah daerah pemilihan akan sangat banyak, 

terutama jika diterapkan di negara yang wilayahnya sangat luas. Lalu, 

seorang caleg yang akan mewakili daerahnya haruslah berasal dan 

berdomisili di daerah pemilihan tersebut. Jika ada caleg yang berasal 

dari luar daerah akan cukup sulit untuk mendapatkan suara, karena 

masyarakat kurang mengenalnya. Jadi, seorang caleg haruslah 

memiliki kualitas dan tingkat kepopuleran yang cukup tinggi. Dalam 

sistem ini cenderung mengarah pada sistem disentralisasi karena 

wakilnya sangat loyal kepada partai maupun pemilihnya.
12

 

 

3. Asas, Prinsip, dan Tujuan Pemilu 

a. Asas Pemilu dan Prinsip 

Asas Pemilihan Umum berdasarkan amanat Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu dilaksanakan 

berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang 

artinya sebagai berikut: 

                                                             
12

 Ibid.hal.527-528 
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1) Langsung berarti pada saat pencoblosan, pemilih memilih secara 

langsung tanpa diwakilkan. 

2) Umum berarti pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi 

persyaratan minimal Dalam usia, yaitu sudah berumur 17 tahun 

atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan 

umum. 

3) Bebas  berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas 

menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. 

4) Rahasia berarti dalam memberikan suaranya Pemilih dijamin 

bahwa pemilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan 

dengan jalan apapun 

5) Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum 

penyelenggaraan /pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta 

pemilu, pengawas dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih, serta 

semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap 

dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku. 

6) Adil berarti dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan 

partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta 

bebas dari kecurangan pihak manapun.13 

b. Tujuan Pemilu  

Pengaturan Penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk:  

                                                             
13

 Ibid.hal.530-531 
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1) memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;  

2) Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas; 

3) Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu; 

4) Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam 

pengaturan pemilu; dan  

5) Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. 

 

B. Badan Pengawas Pemilu  

1. Pengertian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

Penyelenggara dalam pemilu terdiri atas lembaga pengawas pemilu 

yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu  

(Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Badan 

Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga 

penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu 

di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah salah satu 

lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu 

di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai lembaga 

yang perannya memiliki kewenangan besar tidak hanya sebagai pengawas 

namun juga sebagai eksekutor hakim pemutus perkara berdasarkan amanat 

dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

(Pemilu). 

Bawaslu memiliki tujuan agar pemilu dapat terselenggara, 

terlaksana dan berjalan berdasarkan asas-asas demokrasi, dan sesuai 
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dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan 

pemilu yang berintegritas, dan dapat melahirkan pemimpin yang 

berkualitas dalam menjalankan jabatan pemerintahannya di Indonesia. 

  Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang 

Pengawasan kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 10 yang berbunyi: 

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah 

lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu 

di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 91 

tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:  

a. Bawaslu berkedudukan di Ibukota negara  

b. Bawaslu Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi  

c. Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota  

d. Panwaslu Kecamatan berkedudukan di Kecamatan. 

e. Panwaslu Kelurahan/Desa berkedudukan di Kelurahan/Desa  

f. Panwaslu luar negeri berkedudukan di kantor perwakilan Republik 

Indonesia. 

g. Pengawas TPS berkedudukan di setiap TPS.
14

  

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 7 menyebutkan bahwa: 

                                                             
14

 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 91 tentang Pemilihan Umum. 
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Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan 

Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas 

Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu 

kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, 

Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat
15

. 

Bawaslu yang terdiri dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, 

Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan organisasi 

berjenjang, meskipun Undang-Undang telah menentukan pembagian 

tugas dan tanggung jawab masing-masing. Baik Bawaslu Provinsi 

maupun Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Bawaslu 

Pusat yang harus melaksanakan dan mengikuti arahan, aturan, 

pedoman, dan program dari Bawaslu Pusat.   

2. Tugas Bawaslu 

Tugas Bawaslu berdasarkan amanat Undang- Undang Nomor 7 

Tahun 2017 Pasal 93 tentang tugas Bawaslu adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 

untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan; 

b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 

1) Pelanggaran Pemilu; dan 

2) Sengketa proses Pemilu;  

                                                             
15 Undang- Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 7 Tentang Pemilihan Umum. 
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c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: 

1) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; 

2) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; 

3) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan 

4) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu 

sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. 

d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri 

atas: 

1) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara 

serta daftar pemilih tetap; 

2) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota; 

3) Penetapan Peserta Pemilu; 

4) Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon 

anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD 

sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan; 

5) Pelaksanaan dan dana kampanye; 

6) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 

7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil 

Pemilu di TPS; 

8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan 

sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke 

PPK; 
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9) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU 

Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; 

10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu   

lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 

11) Penetapan hasil Pemilu; 

e. Mencegah terjadinya praktik politik uang; 

f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara 

Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik 

Indonesia; 

g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: 

1) Putusan DKPP; 

2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 

3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 

Kabupaten/ Kota; 

4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan 

5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas 

aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional 

Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; 

h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu 

kepada DKPP; 

i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu; 
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j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan 

ketentuan peraturan Perundang-Undangan; 

k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu; 

l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan 

m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

Perundang-Undangan
16

 

Untuk tugas-tugas yang berkenaan dengan usaha melakukan 

penindakan pelanggaran pemilu, terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran dalam 

Pemilu, yaitu:  

1. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu Pelanggaran terhadap 

etika penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau 

janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.  

  Contoh kasus pelanggaran kode etik, Pelanggaran Kode 

Etik adanya peserta Pemilu yang mengadukan oknum penyelenggara 

Pemilu ke DKPP. Dalam persidangan, si Pengadu mengadukan 

penyelenggara karena tidak berhasil menjadi anggota legislatif 

meskipun sudah memberikan uang kepada penyelenggara yang 

diadukannya ke DKPP. 

2. Pelanggaran administrasi Pemilu Pelanggaran yang meliputi tata cara, 

prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi 

                                                             
16 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 93 Tentang Tugas Bawaslu 
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pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu di luar tindak pidana 

Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. 

  Contoh kasus pelanggaran administrasi, paman birin 

bagikan langsung 350 paket sembako dengan besek yang bertuliskan 

covid-19 yang berasal dari dinas sosial di dermaga pasar terapung 

kecamatan sungai tabuh kabupaten banjar pada hari sabtu tanggal 29 

agustus 2020. 

Mobil yang digunakan  membawa sembako menggunakan mobil dinas 

plat merah dan ada juga mobil plat merah yang dihitamkan. 

3. Tindak pidana Pemilu Tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan 

terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu. 

  Contoh kasus tindak pidana pemilu, caleg bagi amplop di 

acara sedekah dusun “Siti Ambar Fatonah (SAF) dan Sarwono (SW) 

berkampanye disertai bagi-bagi amplop berisi uang dalam acara 

sedekah Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan. 

Kedua Calon Anggota Legislatif dari Partai Golkar tersebut diadili 

dengan pasal Politik Uang di Pengadilan Negeri Ungaran”. Temuan 

ini kemudian dibahas di tingkat Bawaslu Kabupaten Semarang, untuk 

menentukan melanggar atau tidak. Pleno Bawaslu memutuskan bahwa 

temuan Panwascam Bandungan ini masuk dalam kategori tindak 

pidana politik uang. Perbuatan SAF dan SW bisa dijerat dengan 

pidana pemilu berdasarkan pasal 521 atau pasal 523 ayat (1) Undang-
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Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 

ayat (1) ke 1 KUHP. 

  Untuk alur penyelesaian ketiga jenis pelanggaran pemilu diatas 

adalah sebagai berikut :  

1. Mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara 

pemilu yang dilaksanakan oleh Lembaga etik yang disebut dengan 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)memiliki 

kewenangan, tugas serta kewajiban dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan Undang-Undang pemilihan umum yang berlaku saat 

ini, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum. mekanisme terkait pelaksanaan dan penanganan 

pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diatur didalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum 

serta peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 yang disempurnakan 

dengan peraturan terbaru yaitu peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 

2019.  

  Mekanisme pelaksanaan penyelesaian pelanggaran pemilu 

diawali dengan adanya laporan dari masyarakat kepada bawaslu, 

ataupun temuan dari Bawaslu itu sendiri, lalu dilanjutkan dengan 

pemeriksaan dikantor Bawaslu Kota/Kab. Setelah diverifikasi, 

laporan terhadap dugaan pelanggaran kode etik, maka diterbitkan 

pemberitahuan status laporan. Status laporan diterbitkan 

berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang 
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masuk dan hasil kajian Bawaslu Kota/Kab. Setelah dilakukan 

pemeriksaan dan dikeluarkan status laporan, laporan dilanjutkan 

kepada DKPP untuk diperiksa kembali.  

  Setelah diperiksa dan dilakukan verifikasi, maka terlapor 

disidang oleh DKPP. Setelah itu, maka dilakukan rapat majelis 

untuk menentukan hasil dari sidang tersebut. Kemudian setelah 

dilakukan rapat majelis, maka dilakukan pengumuman hasil 

putusan dari sidang tersebut. 

2. Dalam penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017  Pasal 461 melalui  beberapa tahapan 

sebagai berikut: 

1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota 

menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran 

administratif Pemilu.  

2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan 

membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai 

pelanggaran administratif Pemilu kepa.da pengawas Pemilu 

secara berjenjang.  

3) Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka.  

4) Dalam hal diperlukan sesuai kebuhrhan tindak lanjut 

penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 

Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi. 
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5) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota wajib 

memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling 

lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan 

diterima dan diregistrasi.  

6) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota 

untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:  

a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau 

mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-

undangan;  

b. Teguran tertulis;  

c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan 

Pemilu; dan Sanksi administratif lainnya sesuai dengan 

ketentuan dalam Undang-Undang ini.
17

 

3. Dalam penyelesaian tindak pidana pemilu prosedur Penanganan 

tindak pemilu dilakukan dengan cara yang mengacu pada Peraturan 

Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum 

Terpadu. Penanganan tindak pidana Pemilu secara teknis disebut 

pula dengan „Penindakan” yang merupakan serangkaian proses 

penanganan pelanggaran yang berasal dari temuan pengawas 

Pemilu atau yang berasal dari laporan warga Negara Indonesia 

yang punya hak pilih, laporan peserta Pemilu atau laporan dari 

pemantau Pemilu untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu, penyidik dan 
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26 

 

 

penuntut umum serta diperiksa, diadili dan diputuskan oleh 

pengadilan. Proses penindakan tindak pidana Pemilu dilakukan 

dengan 4 (empat) tahapan utama yang meliputi: penerimaan 

laporan atau temuan; pembahasan pertama; pembahasan kedua; 

Pembahasan ketiga; dan Pembahasan keempat.  

Tahap penerimaan laporan atau temuan dilakukan oleh 

Bawaslu. Ketentuan pemenuhan Syarat Formil dan Materiil, 

Selanjutnya pada tahap pembahasan yang pertama, Bawaslu 

dengan penyidik Polri dan Jaksa penuntut umum yang tergabung 

dalam gakkumdu melakukan pembahasan bersama untuk menilai 

dan memutuskan perihal keterpenuhan syarat formil dan materil 

terhadap laporan atau temuan tersebut. Jika hasil pembahasan 

memutuskan laporan tidak memenuhi syarat, laporan tersebut tidak 

dilanjutkan untuk dilakukan proses penindakan lebih lanjut. 

Sebaliknya, jika hasil pembahasan memtuskan memenuhi syarat 

maka akan dilakukan pemeriksaan perkara lebih lanjut.  

Pada tahap pembahasan kedua, adalah forum bagi Bawaslu 

bersama dengan penyidik Polri dan Jaksa penuntut umum dalam 

sentra gakkumdu untuk membahas hasil kajian Bawaslu dan hasil 

penyelidikan yang dilakukan penyidik Polri mengenai 

keterpenuhan unsur-unsur perbuatan pidana atas laporan dugaan 

tindak pidana Pemilu. Apabila hasil kajian Bawaslu yang 

didapatkan dari proses pemeriksaan terhadap pelapor, saksi 
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pelapor, terlapor dan/ atau saksi terlapor serta penilaian barang 

bukti dan sesuai dengan hasil penyelidikan tidak menunjukkan 

adanya perbuatan pidana Pemilu, proses penindakan atas dugaan 

tindak pidana pemilu dihentikan. Sebaliknya apabila berdasarkan 

hasil kajian dan hasil penyelidikan terdapat indikasi tindak pidana 

Pemilu, dilakukan proses penindakan lebih lanjut dalam bentuk 

„penyidikan‟ oleh penyidik Polri, dan pada tahap ini Bawaslu 

menindaklanjuti laporan kepada penyidik.  

Tahap pembahasan ketiga, merupakan forum bagi Penyidik 

untuk menyampaikan hasil penyidikan, dan hasil penyidikan 

tersebut dibahas bersama-sama antara Penyidik, Bawaslu dan Jaksa 

penuntut umum. Hasil pembahasan hendak menyimpulkan perkara 

dugaan tindak pidana Pemilu dapat atau tidak dapat dilimpahkan 

kepada Jaksa.  

Kemudian tahap pembahasan keempat tahap penuntutan 

dan putusan, merupakan forum bagi Jaksa Penuntut bersama 

dengan Bawaslu dan Penyidik Polri Umum untuk melaporkan hasil 

pemeriksaaan pengadilan dan putusan pengadilan setelah 

pembacaan putusan (vonis) oleh pengadilan. Disamping itu dalam 

forum ini, Gakkumdu Akan menentukan sikap terhadap 2 (dua) hal 

yaitu: melakukan upaya hokum terhadap putusan pengadilan, dan 

melaksanakan putusan pengadilan. 

3. Wewenang Bawaslu 
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Wewenang Bawaslu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 Pasal 95 tentang wewenang Bawaslu adalah sebagai 

berikut: 

a. Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan 

dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan 

Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pemilu; 

b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi 

Pemilu; 

c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang; 

d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus 

penyelesaian sengketa proses Pemilu; 

e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai 

hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas 

anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian 

Republik Indonesia;  

f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu 

Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu 

Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat 

dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

Perundang-Undangan ; 

g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait 

dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, 
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pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa 

proses Pemilu; 

h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan 

ketentuan peraturan Perundang-Undangan; 

i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan 

Panwaslu LN; 

j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu 

Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu 

LN; dan 

k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

Perundang-Undangan
18

. 

4. Kewajiban Bawaslu 

Kewajiban Bawaslu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 Pasal 96 tentang kewajiban Bawaslu adalah sebagai 

berikut: 

a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang; 

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 

Pengawas Pemilu pada semua tingkatan; 

c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR 

sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan 

kebutuhan; 
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 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 95 Tentang wewenang Bawaslu. 
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d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara 

berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data 

kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-

Undangan; dan 

e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan Perundang-

Undangan.
19

 

 

5. Peran Pengawasan Bawaslu 

 Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan 

pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang 

diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Adapun 

tahapan pengawasan yang dilakukan Bawaslu dalam menjalankan 

pengawasan pada penyelenggaraan pemilihan umum menurut Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

Tahun 2019 sebagai berikut: 

a. Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar 

pemilih. 

b. Pengawasan penyusunan daftar pemilih di Luar Negeri. 

c. Pengawasan penataan dan penetapan pemilihan (dapil) 
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 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 96 tentang kewajiban Bawaslu. 
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d. Pengawasan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD, DPRD Provinsi 

dan DPRD Kabupaten/Kota serta pencalonan Presiden dan Wakil 

Presiden 

e. Pengawasan penyelesaian sengketa penetapan pencalonan anggota 

DPR, DPD dan DPRD serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. 

f. Pengawasan logistic. 

g. Pengawasan kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta 

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. 

h. Pengawasan laporan dan audit dana kampanye. 

i. Pengawasan masa tenang. 

j. Pengawasan pemungutan dan perhitungan suara . 

k. Pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan suara. 

l. Pengawasan penyelesaian sengketa hasil pemilu DPR, DPD dan 

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 

m. Pengawasan penyelesaian sengketa hasil pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden. 

n. Pengawasan penetapan perolehann kursi dan calon terpilih tanpa 

permohonan perselisihan hasil pemilu. Adapun bentuk diagram tahapa 

ini di lampirkan. 

6. Peran Pencegahan Bawaslu 

Dalam pasal 101 huruf a dan c angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan pencegahan terhadap 
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potensi pelanggaran Pemilu dan Sengketa, juga melakukan pencegahan 

terhadap praktek politik uang. Langkah pencegahan dapat dilakukan 

dengan memberikan surat himbauan ke pasangan calon, partai politik atau 

tim kampanye agar selalu taat dan patuh pada semua regulasi yang ada. 

Selain itu, Bawaslu provinsi atau khususnya Bawaslu 

kabupaten/kota dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang 

larangan dalam kampanye. Bawaslu kabupaten/kota juga bisa mengajak 

masyarakat untuk deklarasi bersama menolak kampanye di lokasi yang 

terlarang, seperti tempat ibadah dan tempat pendidikan. 

Setelah melakukan pencegahan, Bawaslu provinsi dan Bawaslu 

kabupaten/kota bersama semua jajaran pengawas di bawah akan 

melakukan pengawasan dengan maksimal. 

Jika ternyata masih terdapat dugaan pelanggaran kampanye, tentu 

Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota akan melakukan 

penindakan secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

7. Peran Penindakan Bawaslu 

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu 

lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu 

lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang   

merupakan fungsi dari  lembaga tersebut, seperti peran penindakan 

bawaslu sebagai berikut: 

1) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:  
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a) Menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu. 

b) Menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu  

c) Menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan 

pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, danTatau dugaan 

tindak pidana Pemilu; dan  

d) Memutus pelanggaran administrasi Pemilu.  

2) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana 

dimaksua dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
20

  

a) Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu 

b) Menyelidiki secara formal dan materiel permohonan penyelesaian 

sengketa proses Pemilu. 

c) Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa.  

d) Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan 

e) Memutus penyelesaian sengketa Pemilu. 
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 Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 93 huruf b. 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field 

research) yang dilakukan di Bawaslu Kota Metro. Penelitian lapangan 

(Field research) sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang 

menggali data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan. 

Penelitian lapangan yaitu penelitian dilakukan disuatu tempat dipilih 

sebagai lokasi dan objektif penelitian. 
21

 

2. Sifat  Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini bersifat 

deskriptif adalah memberikan gambaran yang secermat mungkin mengenai 

suatu individu, tindakan, gejala oleh kelompok tertentu. Sedangkan penelitian 

kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati. 

Maka dengan demikian, penelitian yang akan peneliti laksanakan 

merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang 

menggambarkan gejala-gejala yang tampak dari objek yang diteliti pada saat 

peneliti melakukan penelitian di Bawaslu Kota Metro sesuai dengan apa yang 
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 Abdurrahmat Fathoni, “Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi”, 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006). 
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ada dan mencari fakta-fakta khususnya mengenai masalah yang akan peneliti 

teliti.
22

 

B. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer  

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara 

langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari 

individu atau kelompok maupun hasil observasi dari suatu objek atau 

kejadian. 
23

Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh langsung 

dari sumber data primer yaitu Ketua Bawaslu Kota Metro, Anggota 

Bawaslu Kota Metro dan Masyarakat.  

2. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua setelah 

sumber data primer. Sumber data sekunder merupakan sumber data 

penelitian yang  diperoleh melalaui media perantara atau secara tidak 

langsung berupa buku, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang 

dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.
24

 

Data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari perpustakaan, 

gambar, dokumen seperti buku, undang-undang serta data-data yang 

diperoleh dari lapangan. Disamping itu juga mengambil rujukan hasil 

karya tulis, jurnal dan sumber-sumber lain yang tentunya sangat 

membantu terkumpulnya data. 
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 Chilid Nurbuko, Abu Achmadi,  Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara), Hal, 

44 
23

 Ibid, Hal. 75 
24

 Ibid, Hal. 56 



36 

 

 

C. Teknik Pengumpulan Data  

1. Wawancara Wawancara 

 Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk 

memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan 

dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual.
25

 

2. Observasi 

 Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara 

mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung dilokasi penelitian 

umtuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari 

sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.
26

 

3. Dokumentasi  

 Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengmbilan 

data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang 

dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan angket cenderung 

merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak 

pertama.
27

 

 

D. Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah kegiatan analisis dalam sebuah penelitian yang 

dilakukan dengan cara memeriksa data dari instrumen penelitian, seperti 

dokumen, catatan, rekaman, dan lain-lain. Oleh karena itu, analisis data 

merupakan metode atau cara untuk mendapatkan suatu data menjadi 
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 Husnaini Usman, Purnomo Setiady, Metodelogi Penelitian Sosial, ( Jakarta: Pt Bumi 

Aksara, 2003), hal. 57 
26
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informasi sehingga data tersebut agar lebih mudah dipahami dalam 

menemukan solusi dari permasalahan peneliti.
28

 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran menyeluruh mengenai subjek yang diteliti dan tidak 

dimaksudkan untuk menguji 
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 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 

hal. 12 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Gambaran Umum Tentang Bawaslu Kota Metro 

1. Sejarah Bawaslu Kota Metro 

a. Sejarah Kota Metro 

Kota Metro berasal dari Bahasa Jawa “mitro” yang berarti sahabat 

(mitra), sedangkan dalam Bahasa Belanda adalah “meterm” yang 

berarti pusat (centrum). Masa hindia Belanda tahun 1937, Kota Metro 

merupakan Onder Distrik (setingkat kecamatan) Sukadana masuk 

Marga Nuban. Wilayah Kota Metro pada zaman Jepang masuk ke 

dalam bagian Lampung Syu dengan nama Metro Ken. Setelah 

kemerdekaan tahun 1945, berlakunya Pasal 2 Peraturan Peralihan 

UUD 1945 maka Kota Metro menjadi Kabupaten lampung Tengah 

yang dikepalai oleh seorang Bupati. Pada waktu itu Bupati pertama 

yang menjabat adalah Burhanudddin (1945-1948).
29

 Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999 tanggal 20 April 1999 

dibentuknya Kota Metro sebagai daerah otonom yang diresmikan pada 

tanggal 27 April 1999 di Jakarta. Kemudian berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Metro Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemekaran 

Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro, wilayah administrasi 
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pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi 5 (lima) Kecamatan, 

yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) kelurahan.
30

 

b. Periode Awal Bawaslu Kota Metro 2018-2023  

Pada tahun 2017, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang 

tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dimana salah satunya 

menguatkan keberadaan Panwaslu Kabupaten/Kota yang sebelumnya 

bersifat adhoc (sementara) menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota yang bersifat permanen.  Untuk itu, terbit Undang-

Undang baru mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.  

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 istilah yang 

digunakan adalah Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, 

DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden secara demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

Namun berbicara tentang kapan berdirinya Bawaslu Kota 

Metro, tidak lengkap jika tidak membahas tiga anggota Bawaslu Kota 

Metro generasi awal periode 2018-2023 adalah Mujib, S.Ag, Giyono, 

S.Ag dan Hendro Edi Saputro, M.Pd. yang mana masih dibantu dengan 

kordinator sekretariat Marzuki, S.E. Sekretariat Bawaslu Kota Metro di 

Jl. Way Seputih No. 167, Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota 
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Metro. Ketiga pimpinan Bawaslu Kota Metro tersebut dilantik oleh 

Bawaslu Republik Indonesia pada Agustus 2018.  

Menyadari pentingnya sikap kolektif kolegial, ketiganya 

memutuskan untuk melakukan penunjukan ketua Bawaslu Kota Metro, 

dengan terpilihnya Ketua Bawaslu Kota Metro Mujib, S.Ag pada 

periode awal terbentuk. Di Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran 

dan Sengketa Pemilu dijabat oleh Mujib, S.Ag serta Giyono, S.Ag 

pada Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) dan Data 

Informasi, Hendro Edi Saputro, M.Pd pada divisi Humas, Hubal dan 

Pengawasan. 

Tabel 1. Daftar Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Metro Tahun 2019 

PIMPINAN 

Mujib,  S.Ag                          : Ketua 

Hendro Edi Saputro, M.Pd    : Anggota 

Giyono, S.Ag                         : Anggota 

 

2. Visi dan Misi Bawaslu Kota Metro 

Visi 

Visi dari Bawaslu Kota Metro yaitu Menjadi Lebaga Pengawas Pemilu 

yang Terpercaya. 

Misi 

Misi dari Bawaslu Kota Metro sebagai Berikut: 

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang 

inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. 
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2. Menigkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian 

sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana. 

3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi. 

4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja 

pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu  

terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel. 

5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta 

aparatur secretariat di seluruh jenjang  kelembagaan pengawas pemilu, 

melalui penerapan tata kelola organisasi   yang professional dan 

berbasis  teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan 

yang baik dan bersih.
31

 

 

B. Peran Bawaslu Dalam Pencegaham Dan Penindakan Pelanggaran Pemilu 

Tahun 2019 (Studi Kasus Bawaslu Kota Metro) 

Pengawas  pemilu memiliki pelaksanaan yang berjenjang, yakni 

pengawas pemilu yang ada di pusat disebut dengan Bawaslu, di provinsi yang 

disebut Bawaslu Provinsi dan pengawas pemilu ditingkat Kabupaten/Kota 

disebut dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dan bersifat tetap. Dalam 

melaksanakan tanggung jawab kelembagaannya, Bawaslu menyusun standar 

tata laksana kerja pengawasa tahapan pemilu sebagai pedoman kerja bagi 

pengawas pemilu di setiap tingkatan, Bawaslu bertugas mengawasi 
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 Hasil Wawancara dengan Ibu Hanif Pegawai Bawaslu Kota  Metro, pada hari senin 

tanggal 11 Oktober 2021. 
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penyelenggaraan pemilu  dalam rangka pencegahan dan penindakan 

pelanggaran untuk terwuujudnya pemilu yang demokratis.
32

 

Salah satu lembaga Negara yang mempunyai peranan penting dalam 

menjamin penyelenggaraan pemilu yang adil yaitu Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu). Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota Metro mempunyai peranan  

yang besar dalam menjamin keadilan dalam penyelenggaraan pemilu di 

Kabupaten/Kota Metro. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum.  Pasal 89 Ayat 1 menyebutkan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Ayat 2 menyatakan 

Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari  Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu 

Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS. Lebih lanjut, 

Ayat 4 menyebutkan bahwa Bawaslu  Provinsi dan Bawaslu  Kabupaten/Kota 

sebagaimana dimaksud bersifat tetap. Dengan demikian, Kota Metro sebagai 

daerah yang setingkat Kabupaten/Kota mempunyai pengawasan yang bersifat 

tetap.
33

 

Bawaslu Kota Metro sebagai pengawas pemilu di tingkat 

Kabupaten/Kota yang mempunyai wewenang menerima dan menindaklanjuti 

laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan 

peraturan Perundang-Undangan Pemilu, dengan cara memeriksa dan mengkaji 

apabila terjadi pelanggaran pemilu. 

                                                             
32

 Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, (Jakarta Kencana 2018), 

hlm.168. 
33 Undang-Undang No. 8 Tahun 2017 Pasal 89. 



43 

 

 

Penelitian terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu 

yang telah  memenuhi syarat formil maupun materil, bawaslu segera 

melakukan kajian untuk membuktikan  benar atau tidaknya dugaan 

pelanggaran  pemilu. Dalam menangani dugaan  pelanggaran pemilu tersebut 

diperlukan adanya bukti yaitu baik bukti materil dan bukti formil sebagai 

pendukung untuk menentuka benar atau tidaknya laporan atau temuan dugaan 

pelanggaran pemilu. 

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan melalui wawancara 

dengan Ketua Bawaslu Kota Metro, mendapatkan beberapa data terkait Peran 

Bawaslu Dalam Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 

di Kota Metro. Saat ditanya berkenaan dengan Berapa laporan pelanggaran 

yang masuk dan berapa  jumlah yang sudah di tindak lanjuti pada saat Pemilu 

tahun 2019 di Kota Metro. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Mujib, 

S.Ag: “Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Metro menerima laporan 

dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaa peraturan Perundang-Undangan 

mengenai Pemilu Tahun 2019 di Kota Metro. Dalam pelaksanaan Pemilu 

tahun 2019 Bawaslu Kota Metro telah Menerima laporan tersebut langsung 

menindaklanjuti pelanggaran Pemilu yang dapat dilihat pada table berikut: 

Tabel 2. Temuan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019  

 Sumber Penanganan 

Pelanggaran 
Jumlah 

Laporan 3 

Temuan 4 

Total 7 
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Dari tabel diataas menunjukan Pada tahapan kampanye Bawaslu Kota 

Metro menemukan 4 dugaan pelanggaran Pemilu dan 3 laporan pelanggaran 

Pemilu yaitu yang terdiri dari 2 dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, 2 

dugaan pelanggaran pidana Pemilu, dan 3 laporan dugaan pelanggaran pemilu. 

Prosedur atau tahapan yang dilakukan Bawaslu Kota Metro dalam penanganan 

temuan dan dugaan pelanggaran pemilu. 

Di wilayah tingkat Kabupaten/Kota Metro terdapat temuan 

Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Ketua Bawaslu  Kota Metro pada saat 

pengawasan kampanye selaku penemu dugaan Pidana yaitu dengan kasus 

Kampanye Pemilu diluar jadwal yang telah ditentukan KPU yang dilakukan 

oleh salah satu peserta Pemilu. Dalam hal adanya temuan pelanggaran pidana  

pemilu ini, Bawaslu Kota Metro melakukan kajian atas temuan ini merupakan  

kegiatan menganalisis keterpenuhan syarat formil, syarat materil, dan jenis 

pelanggaran. Hasil kajian yang ditindaklanjuti dengan mekanisme 

penyelesaian pelanggaran pidana pemilu oleh Bawaslu Kota Metro dan 

dinyatakan tidak terbukti sebagai suatu pelanggaran Pemilu Tahun 2019. 

Selanjutnya temuan pelanggaran pemilu yang ditangani Bawaslu Kota 

Metro adanya 2 temuan pelanggaran Administratif yaitu temuan terkait Money 

Politik tentang pembagian lain, pembagian sabun cuci piring oleh salah satu 

calon Anggota DPRD Kota Metro. Bawaslu Kota Metro langsung 

menindaklanjuti temuan pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh salah 

satu peserta pemilu tahun 2019. Setelah dilakukan proses penanganan 

pelanggaran oleh Bawaslu Kota Metro 4 temuan tersebut dinyatakan tidak 
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terbukti dan bukan suatu pelanggaran Pemilu. Untuk ke 3 laporan pelanggaran 

pemilu setelah Bawaslu Kota Metro menidaklanjuti ketiga laporan tersebut 

Bawaslu Kota Metro menyatakan bukan kedalam jenis pelanggaran pemilu 

karena tidak memenuhi syarat formil dan materil. 

Ketua Bawaslu Kota Metro menjelaskan tahapan-tahapan Penindakan 

pada saat terjadinya pelanggaran pemilu tahun 2019 di Kota Metro, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Alur Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kota Metro 

Alur Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Perbawaslu Nomor 07 Tahun 2018. 

1. Informasi awal untuk dilakukan Investigasi, dalam hal ini melakukan 

investigasi pengawas pemilu dapat meminta bahan keterangan: 

1) Mengundang pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan 

pelanggaran pemilu; 

2) Menemui pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan pelanggaran 

pemilu; dan/atau 

3) Dalam  melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan huruf b, pengawas pemilu menuangkan kedalam berita acara 

klarifikasi, penyerahan data, dokumen, dan/atau barang. 

2. Laporan, perbaikan berkas laporan 3 (tiga) hari sejak laporan diterima. 

3. Temuan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan 

pelanggaran pemilu harus memenuhi syarat formil dan materil; 

a) Syarat Formil meliputi: 

(1) Indentitas pelapor/pihak yang berhak melaporkan. 
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(2) Pihak terlapor. 

(3) Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 

(tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya 

dugaan pelanggaaran pemilu, dan 

(4) Kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan 

pelanggaran dengan kartu tanda penduduk elektronik dan/atau 

kartu identitas lain. 

b) Syarat materil meliputi: 

(1) Peristiwa dan uraian kejadian. 

(2) Tempat peristiwa terjadi. 

(3) Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, dan 

(4) Bukti. 

4. Tanda bukti penerimaan laporan, paling lama 3 (tiga) hari sejak 

laporan diterima. 

5. Kajian awal dugaan pelanggaran, paling lama 2 (dua) hari sejak 

laporan diterima. 

6. Undangan Klarifikasi. 

7. Klarifikasi di bawah sumpah/janji. 

8. Keterangan ahli di bawah sumpah dan janji. 

9. Berita acara klarifikasi. 

10. Kajian dugaan pelanggaran. 

11. Rekomendasi; 

1) Pelanggaran Kode Etik 
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2) Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. 

3) Pelanggaran Administrasi Pemilu. 

4) Pelanggaran Diluar Hukum Pemilu. 

12. Pemberitahuan status laporan atau temuan. 

13. Koreksi, pengajuan koreksi paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya 

status laporan/temuan; 

1) Permintaan koreksi atas rekomendasi.. 

2) Berita acara hasil koreksi. 

3) Pemberitahuan hasil koreksi. 

b. Alur Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Bawaslu Kota Metro 

Alur Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Perbawaslu 08 Tahun 

2018 

1. Temuan atau Laporan pelanggaran pemilu. 

2. Tanda terima berkas. 

3. Tiga hari masa perbaikan materi laporan (apabila materi tidak lengkap 

maka tidak register atau pemberitahuan laporan tidak register). 

4. B.A Registrasi. 

5. Pemberitahuan pemanggilan sidang pendahuluan (Majelis periksa 

melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan dan keabsahan 

dokumen temuan atau laporan dugaan pelanggaran administrative 

pemilu atau pelanggaran administrative pemilu TSM). 

6. Putusan Pendahuluan. 

7. Surat pemberitahuan dan pemanggilan sidang pemeriksaan. 
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8. Sidang pemeriksaan 

a. Sumpah/janji. 

b. Sumpah ahli. 

c. B.A pemeriksaan. 

d. Risalah sidang. 

9. Putusan-putusan. 

10. Status laporan. 

11. Permintaan koreksi. 

12. Koreksi dilakukan oleh Bawaslu RI; 

a. TT berkas permohonan. 

b. BA register koreksi. 

c. Surat sidang koreksi. 

d. BA koreksi Putusan. 

e. Putusan koreksi. 

f. Status laporan. 

Berdasarkan Pasal 61 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi: 

(1) Pelapor atau terlapor dapat mengajukan permintaan kepada Bawaslu 

atas Putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu oleh 

Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. 

(2) Permintaan koreksi atas putusan penyelesaian pelanggaran 

Administratif pemilu disampaikan secara langsung kepada Bawaslu 

dengan menggunakan formulir model ADM-15. 

c. Alur Penanganan Pelanggar Tindak Pidana Pemilu Bawaslu Kota Metro 
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Berdasarkan Perbawaslu 31/2018 Tentang Sentra Gakkumdu 

1. Rigistrasi (membahas hasil penyidikan dan pelimpahan kasus). 

2. Pembahasan pertama yaitu: 

a. Dilakukan paling lama 1 kali 24 jam sejak temuan/laporan 

deregister. 

b. Membahasa substansi syarat formil dan materil. 

c. Klarifikasi/Penyelidikan (paling lama 14 hari kerja pleno 

menentukan apakah temuan/laporan diteruskan ke penyidik atau 

dihentikan). 

d. Pembuatan kajian/laporan hasil penyelidikan. 

3. Pembahasan kedua yaitu: 

a. Dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak temuan/laporan 

deregister. 

b. Menentukan apakah temuan/laporan tindak pidana atau bukan. 

c. Rapat Pleno. 

d. Diteruskan ke Penyidikan. 

4. Pembahasan ketiga yaitu: 

a. Dihentikan atau Pelimpahan ke Jaksa/PU 

1. Pra penentuan. 

2. Dihentikan. 

b. Pelimpahan ke Pengadilan Negeri dan Putusan. 

5. Pembahasan keempat yaitu: 
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a. Dilakukan paling lama 1 kali 24 jam setelah putusan pengadilan 

dibacakan. 

b. Menentukan sikap terhadap putusan, apakah melakukan upaya 

hukum atau eksekusi. 

Ketua Bawaslu menuturkan bagaimana tata cara dalam sistem 

pengawasan penataan dan penetapan pemilihan (dapil) di Kota Metro Tahun 

2019 sebagai berikut: 

1. Pengawasan Pengelolaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan 

(DP4) 

2. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih  

a. Pengawasan Pemutakhiran :  

1) Pengawasan pembentukan dan bimbingan teknis PPDP  

2) Pengawasan Pencocokan dan Penelitian  

3) Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran  

4) Pengawasan Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tangkat 

desa/kelurahan dan penyampaiannyabeserta daftar pemilih hasil 

pemutakhiran ke PPK  

5) Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat 

kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kota Metro   

6) Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat 

kabupaten /Kota untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih Sementara 

(DPS)  
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7) Pengawasan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi 

untuk ditetapkan sebagai DPS  

8) Pengawasan penyampaian DPS kepada PPS  

9) Pengawasan pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS  

10) Pengawasan Perbaikan DPS  

11) Pengawasan DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan 

penyampaiannya beserta dps hasil perbaikan kepada PPK  

12) Pengawasan Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan 

dan penyampaiannya keada KPU Kota Metro  

13) Pengawasan Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat 

desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kota Metro  

14) Pegawasan Daftar Pemilih Tetap  

a. Pengawasan rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kota untuk 

ditetapkan sebagai DPT  

b. Pengawasan penyampaian DPT kepada PPS  

c. Pengawasan rekapitulasi DPT tingkat provinsi  

d. Pengawasan pengumuman DPT oleh PPS 

Dalam upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu Tahun 

2019 Kota Metro, Bawaslu Kota Metro melakukan pencegahan tersebut 

sebagai berikut :  

a. pengawasan melekat terhadap seluruh tahapan Pemilu Tahun 2019 

b. melakukan sosialisasi kepada msayarakat  

c. melakukan koordinasi dengan lembaga terkait 
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d. mendirikan desa anti politik uang 

e. memberikan surat berupa himbauan / pencegahan  

f. melakukan bimtek terhadap jajaran bawaslu  

g. Melakukan pemasangan poster/baliho di tempat umum terkait dengan 

pencegahan money politik dll.
34

 

Pelaksanaan yang terjadi dilapangan masih banyak pelanggaran-

pelanggaran pemilu, bahkan bukan rahasia umum lagi setiap akan 

diadakannya pemilihan pasti banyak yang sudah memainkan berbagai cara 

untuk mendapatan suara banyak dan memenangkan pemilihan pada saat 

pemilu. 

Bawaslu Kota Metro dalam melakukan Penindakan dan Pencegahan 

Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Kota Metro dengan baik dan sesuai 

dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang mengenai 

pemilu. Perlu diapresiasi supaya kedepannya dapat melakukan pengawasan 

dan penindakan pelanggaran pemilu yang lebih baik lagi untuk mewujudkan 

penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil di Kota Metro.  

 

C. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Peran Bawaslu Dalam 

Pencegaham Dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 (Studi 

Kasus Bawaslu Kota Metro) 

1. Faktor Pendukung 

                                                             
34 Hasil Wawancara dengan Bapak Mujib,  S.Ag sebagai Ketua Bawaslu Kota Metro, pada 

hari senin tanggal 11 Oktober 2021.  
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Faktor pendukung Bawaslu yaitu membentuk Panitia diberbagai wilayah 

seperti : 

1) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten/Kota yang 

mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. 

2) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang mana bertugas untuk 

mengawasi penyelenggaran pemilu di wilayah Kecamatan.  

3) Pengawas Pemilu Lapangan yang merupakan petugas pengawasan 

penyelenggaraan pemiu untuk daerah desa atau kelurahan.  

4) Pengawas Pemilu Luar Negeri yang mana bertindak untuk 

mengawasi kegiatan penyelenggaran pemilu yang dilaksanakan di 

Luar Negeri.  

5) Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasi semua kegiatan pemilu. 

2. Faktor Penghambat 

1) Hambatan dalam proses Pencegahan adalah Kurang sadarnya 

masyarakat dalam proses Pemilu Tahun 2019 sehingga partisipasi 

masyarakat. Serta bawaslu beserta jajaran SDM nya kurang, maka 

ketika melakukan proses-proses pencegahan di masyarakat kurang 

mencakup luas.  

2) Hambatan Bawaslu Kota Metro pada saat penindakan pelanggaran 

Pemilu Tahun 2019 yaitu; 

a. Hambatan dan kendala Penindakan Pelanggaran yang dialami oleh 

Bawaslu Kota Metro pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 

adalah Terkait prasa pada Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 
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tahun 2017 tentang “Jadwal Kampanye yang telah ditetapkan oleh 

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota” , terkait hal 

tersebut yang menjadi hambatan adalah apabila KPU 

Kabupaten/Kota tidak menetapkan jadwal kampanye melainkan 

jadwal kampanye mengikuti yang telah ditetapkan oleh KPU RI 

sehingga sulit bagi Sentra Gakkumdu menjerat dengan pasal 

tersebut jika terdapat case tentang Kampanye diluar jadwal dan 

KPU tingkat Kabupaten/Kota tidak menetapkan jadwal kampanye, 

hal tersebut terjadi pada kasus yang telah ditangani oleh Bawaslu 

Kota Metro; 

b. Berkaitan dengan kehadiran pihak-pihak terkait seperti terlapor dan 

saksi-saksi dalam pelaksanaan klarifikasi-klarifikasi terhadap 

temuan tindak pidana pemilu; 

c. Terkait tentang Pelaku orang perseorangan (WNI) dalam 

pelanggaran Administratif Pemilu yang tidak masuk dalam bagian 

subyek terlapor yang termaktub dalam Pasal 22 Ayat (1) 

Perbawaslu 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran 

Administratif Pemilu tidak bisa diberikan sanksi dan menyebabkan 

kekosongan hukum yang tidak bisa ditindaklanjuti atau membuat 

pelaku tidak  bisa diberikan sanksi. Hal ini terjadi pada 2 kasus 

pelanggaran ADM Pemilu yang telah ditangani oleh Bawaslu Kota 

Metro; 
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d. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk melaporkan dugaan 

pelanggaran kepada Bawaslu Kota Metro;  

e. Kurangnya SDM di Bawaslu Kota Metro.
35

 

 

 

 

                                                             
35 Hasil Wawancara dengan Bapak Mujib,  S.Ag sebagai Ketua Bawaslu Kota Metro, pada 

hari senin tanggal 11 Oktober 2021. 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat di 

ambil beberapa kesimpulan yaitu Peran Bawaslu Kota Metro dalam 

pencegahan dan penidakan tahun 2019 dijalankan sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam 

pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 Kota Metro terdapat pelanggaran Pemilu 

yang dilakukan dua calon legislatif DPRD Kota Metro dari Partai Demokrat 

Dapil Metro Timur Amrullah dan Dapil Metro Pusat Rio Renaldo disidang 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena diduga melakukan pelanggaran 

administrasi bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan kedua caleg tersebut 

lantaran memasang iklan di salah satu media cetak.  

Sebagaimana yang sudah dibuktikan dengan adanya pelanggaran 

pemilu, temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu tahun 2019. Jumlah 

temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu di Kota Metro yaitu terdiri 

dari 2 temuan dugaan pelanggaran pemilu, 2 laporan dugaan pelanggaran 

Administratif, dan 3 dugaan pelanggaran pemilu. Hal tersebut kemudian di 

proses oleh Bawaslu Kota Metro sesuai dengan alur penanganan pelanggaran 

pemilu yaitu pada tahap pencegahan, langkah pencegahan dapat dilakukan 

dengan memberikan surat himbauan ke pasangan calon, partai politik atau tim 

kampanye agar selalu taat dan patuh pada semua regulasi yang ada.  
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Kemudian dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, bawaslu bertugas: menerima, 

memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu, menyelidikii dugaan 

pelanggaran pemilu dan menentukan dugaan pelanggaran administrasi 

pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran 

tindak pidana pemilu dan  memutus pelanggaran administrasi pemilu. 

 

B. Saran 

1. Bawaslu Kota Metro lebih memperkuat lagi penindakan pelanggaran 

pemilu kepada para pelaku khususnya peserta pemilu agar ada efek jera 

sehingga peserta pemilu dan parti politik lebih kooperatif. 

2. Dalam melakukan tugas pencegahan pelanggaran pemilu seluruh tugas 

harus dilaksanakan pada setiap tahapan pemilu. 

3. Perlunya meningkatkan kualitas SDM di jajaran Bawaslu sendiri dalam  

pemahaman kepemiluan serta peningkatan moral penyelenggaraan pemilu 

agar mencapai SDM yang berintegritas. 
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Foto dokumentasi wawancara dengan bawaslu metro bapak muchtar 
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